BUPATI BOGOR

Menimbang

KEPUTUSAN BUPATI BOGOR
Noooor t L2 32U Rp s MHun /2004
Lampiran

TENTANG :
IZIN PENDIRIAN

SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) YAPA I
ATAS NAMA YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM AL-ISTTAANAH
DI DESA CILEUNGSI KECAMATAN CILEUNGSI

BUPATI BOGOR,
+a behwa dalam upaya meningkatkan pelayanan dan pemerataan
pendidikan dasar kepada masyarakat, serta mewujudkan pelaksanaan
program wajib belajar pendidikan dasar, pertu memberikan izin

b. bahwa herdasarkan perttmbangan sebagaimana dimaksud dalam
Wa,mmmmwmwmmm
Sekolah Menengah Pertama (SMP) YAPA I Atas Nama Yayasan
Pendictkan Istam Al-Istiaanah di Desa Cileungsi Kecamatan Ciieungsi;

: 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah
Kabupaten Dalam Lingkungan Jawa Barat (Besita Negara Tahun 1950
MNomor 8);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan
uasmummuwwxmuumzwamn
Tambahan Lembaran Negars Republik Indonesia Nomer 4301);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daersh
(Lembaran Negara Repubik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikar Dasar
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nom-%lz)

Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor
90, mmmmmwsm}.
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5. Persturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta
Masyarakat dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara
Republk Indoresia Nomor 3485);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan
Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagal Daerah Otonom
(Lembaran Negara Republik Indonesiz Tahun 2000 Nomor 54,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);

7. Kepatusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor G60/U/2002 tanggal
26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;

8. Peratran Daerah Kabupaten Bogor Nomor S Tahun 2004 tentang
Organisasi Perangkat Daerzh Kabupaten Bogor (Lembaran Daerah
Kabupaten Bogor Tahun 2004 Nomer 159);

9. m&mmmnmunmmmm

11. Keputusan Bupat Bogor Nomor 060/263/Kpts/Huk/2002 tentang
Prosedur Tetap Pemwosesan Dokumen Administrasi Pelayanan Umum
o Bidang Pendidikan;

1. Surat Camat Cleungsi Nomor 420/506-505 perihal Rekomendasi:

2. Berita Acara Musyawarah Tim Peniiai Lzin Pendirian Sekolah Menengah
Pertama tanggai 22 Jull 2004,

: Memberikan &zin pendirian Sekolah Menengah Pertama (SMP)

YAPA 1 atas nama Yayasan Pendidikan islam Al-Istisanah di Desa
Cileungsi Kecamatan Clleungsi.

:mmmmmmm&m

sepanjang mematuhl semua ketentuan peraturan
vang berfaku dan vajib melakukan daftar ulang (her registrasi) setiap
aval tahun peiajaran kepada Dinas Pendidikan.

:mmmmmmmm

melaksanakan pembinaan dan membantu kelancaran penyetenggaraan
proses kegiatan belajar mengajar. o
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: Dalam hal pelaksansan kegiatan pendidikan ternyata timbul kerugian

terhadap pihak lain, maka segaid resike yang timbul sepenuhnya menjadi
tanggung jawab pihak pemegang kzin dan keputusan ini dapat dibatalkan.

; Segala penyimpangan dan atau kelalalan atas ketentuan dalam

mmnmmm,mmmmm.m

dengan dalflh apapun sebelum adanya persetujuan dad Pemerintah
Kabupaten Bogor.

: Wajib melengkapi semus perizinan dan persyaratan lainnya sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
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mengadakan rapat setiap waktu bila dianggap perlu atas
pemintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota
Penibina, anggota Pangurus atau anggota Pangawas, =s=s=~=-=-=
Penggilan Rapat Pembina dilakuxan oleh Pea;bina HOCAra ==w=

| -langsung, -atau welsluk surat-dengan mendapat tanda ==-=--

~Bu

1.

cteprimes, paling: lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat ==s==-
. diadakan dengan tidak meupsrhitungkan tanggal panggilan =

dan. tanggal -Tapat o TR m e M e e e

Panggilan rapat itu harus mencantimkan hari, tanggal

waktu, tempat dan agara tapat. —-—= i e s
Pepat Pembina diadakan ditempat kedudukan Yayasan, atau
ditampat. kegiatsn  Yayasam, . atau. ditempat lain dalanm
w118Vl BN HAPUDLEK: TAAAREELA . ~ammeims om o m b ma
Dalam hal semus anggeta Pembine hadir, atau diwskili
panggilen tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Pambina
depat. diadakan dimenspun jugs dan berhak mengambil

kﬁmtl‘sm y’an sah dan mengik‘t’ - - - " " - - - -

-Rapat Pambina -dipimpin oleh Ketsa Pembing, dah ketus
Pembbina tidak hadir atau barhalangan, maka Rapat Fembina

akan dipimpin eleh seorang yang dipn-lh. oleh dan dari
anggota Pemibina yang hadir: mee==r=sescecme oo e e ——
Seorang anggota Pembina hanya dapat diwakili oleh anggota
pomina - lainnya  dalam Rapat Pambina berdasarkan surst

R ot s i) e b e Pagal Ll s cas e s v 0 v

Rapat Pembina adalah.sah dan berhak mengambil keputusan

yang mengikat spabila @ == 20 L S el T sl
a. dihadirl paling ssedikit 2/3 {dua per tigs)} darl jumlah

anggota Pambina ; ~= o e 2 e
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Ketentuan mengenal penunjukan,  pengangkatan, =====sssoe-
l-penberhmtd.on sementara, pemberhentlan wewenang, ===-=
kewaiiban, tuges dan- tanggung jawab, serte pengawassn
‘terhadep pengurus, bsrlaki juga bagl likuidator. ===swe

- -Likuldator atau curator yang ditunjuk untuk melakukan =

| ‘pembarasan kekaysan Yavasan yang dibubar atay ==~esases

dibubarkan paling lambat $ (1ima) hari terhitung sejak
tanggal penunjukkan wajib mengumumkarn pembubaran =eeee-

Yayasan dan proses likuldasi, sseew-eecececeoeee e c———"—

e — e EiRuldator . atau -kurator dalam Jangka waktu paling

1.

lamiat 30 (Tigapulun) harl sejak tangoal proges ===wew-
-Aikuidasl berakhir, wajlb mengumumkan hasil likuidasi
‘dale surat Kaban harian bérbahasa Indoneais, =====e===
Likuldateor dalam jangks waktu paling lambat 7 {tujuh)
hari terhisung. ssjak tanggal proses likaidasi berakhir
méib.melaporka'n—panb.ubaran Yayasan kepada Pembina. ===
Balam hal laporan mengensl pembubaran Yavagsan —==—rmesm=we
sabagaimana--dimakeud --dalam- -avat - 8 dan mengumumkan
~hasil likuidasi - sebagaimana dimsksud ayat 7 tldak
dilakukan, maka pembubaran Yavasan tidak berlaku bagi

pihak ketiga.. IO W 0 S Y = W S T A S8 - - -——

wmmmsmeme=~ CARA PENGGUNAAN KEKAYAAN SISA LIKUIDASY -«-==-=w-

e e —— e — Pas;l 42— e
- Kskayaan sise hasil likuidasi diserahkan kepada Yayasan
Lain yang mempunysl maksud dan tujuan yana sama dengan
Yaysean yangbhbar,, —rerrmr e e e S e e e e
Kokayaan 3isa hesil likuidasi sebagaimana dimaksud
dalam eyat 1, dapat disarahkan kepads badan hukum lain

yang sama dengan Yayvasan yvang bubar apabila hal
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tersebut diatur dalam undang-undang vang barlaku bagi

A BASHORLSH. M Kn badan lukum tersebut, =—===wm= ; —————————

HOTARIS KABUPATEN BOGCR 3. - Dalam hal hasil sisa likuldast tidak diserahkan kepada

Yayasan lain yeng mempunysi maksud dan tujuan yang ===
eE g - sama sebagaimans dimaksud dalam ayat 1 dan ayat 2 Pasal
4ini, maka sisa kekayesan tersebut diserahkan kepada

negars dan penggunaannya dilakuksn sesual dengan maksud

dan-tujuan Yayassn yang blubar. =sssemeemeceeen- ——— -

- - m m -

————— -- -~~~ Pasal 43 - -

1. Ssgala sssuatu yang tidak atau belum cukup distur ----

dalam Anggsran Desar ini, maka Rapat Pambina vang skan

MEMULUBRAIE, === = i = i e e i e e e e

2. Menylapang dari zeter;tu&n dalam pasal 7 eyat 4, pasal 13

s ayst 1 dan pasal 24 ayat 1 Anggaran Dasar inl mengenai
e Tata cara penjanckatan Pembina, Pengurus, dan Pengawss ==
untuk pertama kalinya diangkat susunan Pembina, Pengurus

cooo oo gan Pangawas ‘Yavasan dengan susunan sebagal berikut i ee-

=Peubina : Penghadap Tuan Hajli MUHAMMAD =<==
OMPTIH SOPANDI, lahir di Bogor, ==
pada tanggal 12-06-1%955 (dusbelas
dunl seribu sembilanratug ===s==e=
limapuluh lima), Warga Negara ===
Indonesia, Swasta, bertempat ==-=
= _ tinggal di Kabupaten Bogor, =====-
Rampung Rawahingkik, Rukun ====e~
Tetangga 02, Rukin Warga 17, Desa

Cileunysi, Kecamatan Cilaungsi, -




Cileungsi, Kecamgtan Cileungsi, pamaganyg Kartu Tanda =e=se=se
Panduduk Nomor : 32.03.14.050585.17104, dan; ~——=w==sse== $lem
2. Tuan HERT SAPTARI, dilahirkan di Bogor, tanggal =======e=
19=04~1562 (sembilanbelas Rpril ssribu sembilanrcatus enam =~
puluh sembilan), Warga Negara Indonesia, bertempat tinggel
dl Ksbupaten Bogor, Kampung Podok Salak, Rukun Tetangga 03,
Rukun Warga 08, Dema Jonggol, Kecamatan Jonggol, pemegang

Kartu Tanda Penduduk Nomor @ 32.03.13.190469.04210. ——------

Kaduanya Pegawsl Notaris, sebagai saksi-saksi. - -

~Segera, setelah akta ini says, Notaris bacakan kepada para
penghadap den sakzi-gaksi, maka akta ini ditaenda-tangani -=
oleh para penghadad, saksi-saksi dan saya, Notaris. s-eeee=--

-Dilangsungkan dengan‘ Ea-npa perub;ar;an. ---------------

-Asli akta ini telah ditanda tangand Secukupnya. =weessemew=

\ -Diberikan sebagai selinan yang

Sama bunyinya, - - -

NOTARILS DI KABUPATEN BOGOR

DEDIH A.BASHORI,SH. M.Kn.
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KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM

KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : AHU - 8113.AH.01.04 Tahun 2011
TENTANG
PENGESAHAN YAYASAN

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

Membacs

Menimbang :

Mengingat :

Menetapkan :

PERTAMA

KEDUA

A MENTERI HUKUM DA

: Surat permohonan dari Notaris Dediti A Bashori, SH., M.Kn nomor 1TNOTIXI201)

tanggal 22 Nopember 2011 perihal permohonan pengesahan akta pendirian yayasan
yang diterima tanggal 29 Nopember 2071

Bahwa setelah dilakukan penclitian terhadap Akta Pendirian Yayasan yang di
sampaikan kepada Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia, akta tersebut telah
memenubi syarat sebagaimana diatur dalam persturan perundang-undangan, sehingga

I. Undang-undsng Nomor 16 Tahun 2061 tenfang Yayasan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negarn
Republik Indonesia Nomor 4132} juncto Undang-undang Republik Indonesia
Nomor 28 Tabun 2004 tentaig Perubahan atas Undang-undang Nomor 16 Tahu
2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
|15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430);

2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2008 teniang
Pelaksanaan Undang-undang tentang Yayasan (Lembaran Negara  Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4894);

3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Namor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan,
Tugas, dan Fungsi Eselon [ Kementerian Negars;

4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesiz Nomor
M.HH-05.0T.01.01 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN
Memberikan Pengesahan Akt Pendifian -

YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM AL-ISTPAANAH CILEUNGS!
NPWP : 31.419.861.5-436.000

berkedudukan di Kampung Rawahingkik, Rukun Tetangga 01, Rukun Wargs 17,
Desa Citeungsi, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor, sesuai dengan Akta Nomor
08 anggal 10 Nopember 2011 yang dibuat oleh Notaris Dedih A Bashori, SH, M.Kn
berkedudukan di Kabupaten Bogor.

Keputusan ini mulai berlake sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 01 Desenmber 201 ]

-.--~ SASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
d PNINISTRASI HUKUM UMUM

DIREKTUR JEXN
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LAMPIRAN yang belum

# Surat keterangan rekening Aktif dari Bank dan print out saldo akhir.
(pastikan rekening aktif disarankan sampai tahun 2023)



